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INTISARI

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan
pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kebijaksanaan di bidang
pertanahan, termasuk didalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konsepsional dan
terpadu serta melaksanakannya dalam bentuk proyek-proyek operasional pertanahan.
Salah satu proyek yang telah dikeluarkan pemerintah guna memepercepat pelaksanaan
pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada yaitu melalui Prona. Prona merupakan
kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan memberikan
kepastian hak atas tanah yang telah dipunyai atau dikuasai oleh masyarakat golongan
ekonomi lemah. Keberhasilan pelaksanaan Prona di Desa Talangsuko Kecamatan Turen
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2002 tidak lepas dari faktor minat masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh
faktor variabel bebas (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y). Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, dengan menggunakan
analisis statistik regresi berganda dengan tahapan-tahapan melalui uji T, Uji F, koefisien
korelasi, koefisien determinasi dan persamaan garis regresi. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah tingkat pendidikan (X1), tingkat pendapatan (X2), pengetahuan
tentang pensertipikatan tanah (X3), penyuluhan pertanahan (X4) dan variabel terikatnya
adalah minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara Prona (Y). Dalam
penelitian ini penulis mengambil sebanyak 80 responden yaitu 20% dari banyaknya
populasi yang ada sebanyak 400 kepala keluarga, dengan teknik pengambilan sampel
dilakukan secara acak (random sampling) dengan cara undian. Pengolahan datanya
menggunakan komputer melalui program SPSS 10.

Analisis hasil penelitian dengan uji T diperoleh bahwa factor-faktor yang
berpengaruh secara signifikan terhadap pensertipikatan tanah secara Prona adalah
penyuluhan pertanahan (X4) dengan tingkat signifikansi T= 0,000<a=0,05, T hitung>T
tabel atau 9,063>1,667, pengetahuan tentang pensertipikatan tanah (X3) dengan tingkat
signifikansi T=0,014< ¢=0,05, T hitung> T tabel atan 2,530>1,667, tingkat pendapatan
(X2) dengan tingkat signifikansi T= 0,042< a=0,05, T hitung<T tabel atau -2,064<-
1,667. Faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah tingkat pendidikan (X1)
dengan tingkat signifikansi T=0,652> ¢=0,05, T tabel> T hiiung atau 1,667>0,453.

Hasil penelitian dengan uji F diperoleh bahwa F hitung>F tabel atau
36,352>2,49 dengan tingkat signifikansi= 0,000< ¢=0,05, maka Hi diterima artinya
secara keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, X4) berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel terikat (Y).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan
tanah secara Prona dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 66%, jadi masih
ada 34% faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan singkatan resminya
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka pemerintah mempunyai
kewajiban untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran tanah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut
pendaftaran tanah dilakukan melalui 2 cara yaitu pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah sporadik.

Pemerintah telah meletakkan dasar untuk memberikan jaminan
kepastian hukum hak-hak atas tanah tertuju pada pemilikan dan
penguasaannya. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria disebutkan sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuan

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
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a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat

Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini meliputi:

a. Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan

b. lll(ueil:l-;;l)an mengenai letak, batas, ukuran, luas tanah atau kepastian
mengenai obyek hak

¢. Jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah
dengan orang-orang atau badan hukum (Soeprapto, 1986:324)

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah
tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan
bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepeﬁtingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar
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Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan
pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kebijaksanaan
di bidang pertanahan agar terus membina dan mengembangkan kegiatan-
kegiatan penyelenggaran pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk
didalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konsepsional dan terpadu serta
melaksanakannya dalam bentuk proyek-proyek operasional pertanahan.

Salah satu proyek yang telah dikeluarkan pemerintah guna dapat
mempercepat pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada yaitu
mengeluarkan SE. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 10.630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan
Proyek Operasi Nasional (Prona), Proyek Daerah (Proda) dan Proyek Operasi
Nasional S\yadaya (Prona Swadaya).

Prona adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di
bidang pertanahan pada umumnya dan bidang pendaftaran tanah pada
khususnya yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian
sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis. (Sudjito, 1987:7)

Hasil Seminar Nasional Pertanahan tanggal 25-26 Pebruari 1999
dirumuskan bahwa “Dalam era reformasi yang menekankan pelaksanan
UUPA perlu diwujudkan kebijaksanaan yang berorientasi pada pemerataan,
keadilan, kebijaksanaan masyarakat banyak dan berwawasan pada
pengembangan otonomi urusan pertanahan, salah satu kebijaksanaan yang

dimaksud adalah Prona yang merupakan program dalam rangka



pemberdayaan ekonomi lemah yang sejalan dengan tujuan pemerataan dan
penegakan keadilan”.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 189 Tahun 1981, mengatur
tentang Prona yaitu proses pensertipikatan tanah secara massal untuk
mewujudkan catur tertib pertanahan.

Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui
APBN dengan tujuan memberikan kepastian hak atas tanah kepada
masyarakat dengan pensertipikatan secara massal bidang-bidang tanah yang
telah dipunyai atau telah dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah
(Lutfi 1. Nasoetion, 1999:18)

Keberadaan Prona hingga saat ini masih dirasa perlu karena bidang-

bidang tanah yang sudah bersertipikat baru sekitar 22,67 bidang (Bambang
Eko, 2000) (dalam Asmiarta, 2001:9) Kemudian dari hasil penelitian
Puslitbang BPN Tahun Anggaran 1998/1999 dapat disimpulkan sebagai
berikut:
“Eksistensi Prona sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan pertanahan
dalam sertipikasi massal masih diperlukan mengingat manfaatnya secara nyata
dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah baik sebagai jaminan kepastian
hukum hak atas tanah, meningkatkan nilai tambah ekonomi tanah maupun
dalam rangka mendukung kemantapan stabilitas sosial politik suatu wilayah”

Pada Tahun Anggaran 2001/2002 Desa Talangsuko Kecamatan Turen
Kabupaten Malang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan pensertipikatan tanah

secara massal melalui Prona. Keberhasilan pelaksanaan Prona yang diadakan

di Desa Talangsuko tidak lepas dari faktor minat masyarakat untuk



Faktor minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dalam
penelitian-penelitian terdahulu meyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat
mempunyai minat yang rendah dalam mensertipikatkan tanahnya. Hal ini
karena adanya anggapan biaya pengurusan sertipikat mahal, sedangkan tingkat
kehidupan ekonomi penduduk desa sebagian besar masih berada dalam
golongan ekonomi lemah.

Disisi lain pendidikan yang dimiliki masyarakat desa sebagian besar
masih rendah, sehingga pemahaman tentang pensertipikatan tanahnya juga
kurang dan minimnya penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
tentang pensertipikatan tanah terhadap masyarakat pedesaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penyusun merasa tertarik
untuk  meneliti  dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP
PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA PRONA DI DESA
TALANGSUKO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR”

. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang penelitian telah diuraikan bahwa untuk
memberikan jaminan kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu proyek yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah guna dapat mempercepat pelaksanaan

nendaftaran bidang-bidang tanah vaitu melalui Prona.



Prona merupakan suatu program dari pensertipikatan tanah secara
massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan
pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Adapun pelaksanaan Prona
tidak lepas dari minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Berdasarkan uraian diatas serta keterbatasan, kemampuan, waktu dan
biaya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah faktor
tingkat pendidikan, tingkat pendapatan , pengetahuan masyarakat tentang
pensertipikatan tanah dan penyuluhan pertanahan berpengaruh secara
signifikan terhadap minat masyarakat Desa Talangsuko  untuk

mensertipikatkan tanahnya secara Prona?

C. Tujuan dau Kegtinaan Pehelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan tidaknya
pengaruh faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat,
pengetahuan masyarakat tentang pensertipikatan tanah dan penyuluhan
pertanahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat Desa

Talangsuko untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.



2. Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan hal diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat
berguna bagi:

a. Badan Pertanahan Nasional, dapat dijadikan pertimbangan dalam
menentukan  langkah-langkah yang tepat dalam - mengambil
kebijaksanaan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap
pensertipikatan tanah miliknya.

b. Masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya tertib
hukum pertanahan sangatlah penting dalam menunjang pembangunan

hukum dan pembangunan nasional.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis serta pembahasan pada bab-bab terdahulu,
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk
mensertipikatkan tanah adalah:

a. Penyuluhan Pertanahan (X4), dengan harga T hitung= 9,063 sedangkan T
tabel= 1,667 atau T hitung > T tabel, signifikan T=0,000<0=0,05, maka Hi
diterima artinya penyuluhan pertanahan berpengaruh secara signifikan
terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.

b. Pengetahuan tentang pensertipikatan tanah (X3), dengan harga T hitung=
2,530 sedangkan T tabel= 1,667 atau T hitung > T tabel, signifikan
T=0,014<0=0,05, maka Hi diterima artinya pengetahuan tentang
pensertipikatan tanah berpengaruh secara signifikan terhadap minat
masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.

c. Tingkat pendapatan (X2), dengan harga T hitung= -2,064 sedangkan T tabel=
-1,667 atau T hitung < T tabel, signifikan T=0,042<¢=0,05, maka Hi
diterima artinya tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap

minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.



56

2. Faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk
mensertipikatkan tanah adalah tingkat pendidikan (X1), dengan harga T hitung=
0,453 sedangkan T tabel= 1,667, signifikan T= 0,652>0=0,05, maka HO diterima
artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat
masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.

3. Dari hasil uji F diperoleh bahwa F hitung= 36,352 > F table= 2,49, dengan
tingkat signifikansi= 0,000<= 0,05, maka Hi diterima artinya secara keseluruhan
variabel bebas (X1, X2, X3, X4) berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel terikat (Y)

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan
tanah dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 66%, jadi masih ada 33
% faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pertanahan pada
masyarakat desa, maka diharapkan pada pemerintah dalam hal ini Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang agar lebih meningkatkan penyuluhan hukum
Pertanahan.

2. Untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat perlu diadakan pembinaan
pertanian, misalnya dari Dinas Pertanian.

3. Untuk lebih meningkatkan pendidikan masyarakat perlu dibangun sarana

pendidikan agar lebih meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan.
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